SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor
55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) yang telah beberapa

kali diubah dengan:

a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 2); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);

c. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp2.605.840.312.015,00 (dua triliun
enam ratus lima miliar delapan ratus empat puluh juta tiga
ratus dua belas ribu lima belas rupiah) yang bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp575.417.310.612,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar
empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam
ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;

dan

jdih.bulelengkab.go.id




d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp244.589.116.850,00 (dua ratus
empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh
sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima
puluh rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp33.886.640.000,00 (tiga
puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta
enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga puluh satu miliar
empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga
ratus sembilan puluh rupiah)

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp265.510.048.372,00
(dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta
empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua

rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp244.589.116.850,00 (dua ratus empat puluh empat
miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus
enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang
terdiri dari:
a. pajak reklame;
b. pajak air tanah;
c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
f. pajak barang dan jasa tertentu.

(2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
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a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar

lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak reklame

papan/ billboard/ videotron/ megatron sebesar

Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu
miliar enam ratus juta rupiah) terdiri dari pajak air tanah
sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta
rupiah).

(4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri atas
pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar
rupiah) terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh
empat miliar rupiah).

(6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp55.914.116.850,00 (lima puluh lima miliar sembilan
ratus empat belas juta seratus enam belas ribu delapan
ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:

a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas
pemindahan hak Rp55.525.000.000,00 (lima puluh
lima miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah); dan

b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas
pemberian hak baru Rp389.116.850,00 (tiga ratus
delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu
delapan ratus lima puluh rupiah).

(7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan  sebesar
Rp159.075.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar
tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau

jdih.bulelengkab.go.id




minuman sebesar Rp39.500.000.000,00 (tiga puluh

sembilan miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas

pajak barang dan jasa tertentu restoran sebesar

Rp39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima

ratus juta rupiah);

pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar

Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah)

terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu konsumsi

tenaga listrik dari sumber lain sebesar

Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah);

pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebesar

Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah)

terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu hotel

sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar
rupiah);

pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebesar

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri

atas pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau

penyelenggaraan tempat parkir sebesar

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan

hiburan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar

lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

1. pajak barang dan jasa tertentu pergelaran kesenian,
musik, tari, dan/atau busana sebesar
Rp6.589.758,00 (enam juta lima ratus delapan
puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan
rupiah);

2. pajak barang dan jasa tertentu permainan
ketangkasan sebesar Rp944.798.182,00 (sembilan
ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua
rupiah);

3. pajak barang dan jasa tertentu olahraga permainan
dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau
peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan

kebugaran sebesar Rp21.352.728,00 (dua puluh
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satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus
dua puluh delapan rupiah);

4. pajak barang dan jasa tertentu rekreasi wahana air,
wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana
budaya, wahana salju, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang
sebesar Rp896.967.005,00 (delapan ratus sembilan
puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh
ribu lima rupiah);

5. pajak barang jasa tertentu panti pijat dan pijat
refleksi sebesar Rp38.883.589,00 (tiga puluh
delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu
lima ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan

6. pajak barang jasa tertentu diskotek, karaoke, kelab
malam, bar, dan mandi wuap/spa sebesar
Rp2.591.408.738,00 (dua miliar lima ratus sembilan
puluh satu juta empat ratus delapan ribu tujuh

ratus tiga puluh delapan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp33.886.640.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus

delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu

rupiah) yang terdiri dari:

a. retribusi jasa umum Rp16.512.958.204,00 (enam belas
miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima
puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah);

b. retribusi jasa usaha Rpl11.212.706.796,00 (sebelas
miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu
tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah); dan

c. retribusi perizinan tertentu Rp6.160.975.000,00 (enam
miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah);

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp16.512.958.204,00 (enam
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belas miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima

puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) terdiri dari:

a. retribusi pelayanan kesehatan Rp9.800.000.000,00
(sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);

b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh
juta rupiah); dan

c. retribusi pelayanan kebersihan Rp2.825.000.000,00
(dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl11.212.706.796,00
(sebelas miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam
ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)terdiri dari:
a. retribusi penjualan produksi usaha daerah

Rp83.140.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus
empat puluh ribu rupiah);

b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa
pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar
badan jalan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah);

d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus
juta rupiah); dan

f. retribusi pemanfaatan aset daerah Rp4.729.566.796,00
(empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima
ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan
puluh enam rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.160.975.000,00
(enam miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

a. retribusi persetujuan bangunan gedung

Rp4.477.500.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh
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puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing
Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh
juta rupiah);

c. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan
angkutan umum RpS55.000,00 (lima puluh lima ribu
rupiah); dan

e. retribusi izin usaha perikanan Rp3.420.000,00 (tiga juta

empat ratus dua puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga
puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima
ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terdiri
atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha
milik Daerah sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga puluh
satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus
lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga puluh
satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus
lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terdiri dari:

a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah
(deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha
milik Daerah di bidang lembaga keuangan
Rp21.231.505.390,00 (dua puluh satu miliar dua ratus
tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus
sembilan puluh rupiah);

b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah
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(deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha
milik Daerah di bidang aneka usaha
Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta
rupiah); dan

c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha
milik Daerah di bidang air minum Rp9.000.000.000,00

(sembilan miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp265.510.048.372,00 (dua ratus enam puluh lima miliar

lima ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu tiga

ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri dari:

a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak
dipisahkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak
dipisahkan Rp 0,00 (nol rupiah);

c. jasa giro Rp7.705.784.034,00 (tujuh miliar tujuh ratus
lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga
puluh empat rupiah);

d. pendapatan bunga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar
lima ratus juta rupiah);

e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan
Daerah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

f. pendapatan denda pajak Daerah Rp16.200.000.000,00
(enam belas miliar dua ratus juta rupiah);

g. pendapatan denda retribusi Daerah Rp17.964.000,00
(tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh empat
ribu rupiah);

h. pendapatan dari pengembalian Rp2.585.800.338,00
(dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan
ratus ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

i. pendapatan badan layanan umum Daerah

Rp221.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu
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miliar rupiah);

j- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah).

(2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri
dari:

a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan
sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

c. hasil penjualan aset tetap lainnya direncakan sebesar
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas hasil
sewa barang milik Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp7.705.784.034,00 (tujuh miliar
tujuh ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh empat
ribu tiga puluh empat rupiah); terdiri atas:

a. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp4.900.000.000,00
(empat miliar sembilan ratus juta rupiah); dan

b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar
Rp2.805.784.034,00 (dua miliar delapan ratus lima juta
tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh empat
rupiah).

(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga
miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Pendapatan
bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebesar
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(6) Penerimaan atas Tuntutan ganti kerugian keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
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(7)

(8)

direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar

rupiah) terdiri dari :

a. tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan

b. tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai
negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f direncanakan  sebesar

Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta

rupiah) terdiri dari:

a. pendapatan denda pajak hotel Rp3.800.000.000,00
(tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

b. pendapatan denda pajak restoran Rp3.300.000.000,00
(tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

c. pendapatan denda pajak hiburan Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah);

d. pendapatan denda pajak air tanah Rp198.937.978,00
(seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus
tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan rupiah);

e. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan
batuan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

f. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah);

g. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) Rp0,00 (nol rupiah); dan

h. pendapatan denda pajak parkir Rp1.062.022,00 (satu
juta enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).

Pendapatan denda retribusi Daerah  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp17.964.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam

puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:

a. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebesar
Rp16.464.000,00 (enam belas juta empat ratus enam

puluh empat ribu rupiah); dan
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b. pendapatan denda retribusi jasa umum sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp2.585.800.338,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh
lima juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh delapan
rupiah) terdiri dari:

a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran
perjalanan dinas Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus
ribu rupiah);

b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran
belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara
Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran
belanja barang Rp879.330,00 (delapan ratus tujuh
puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran
belanja jasa Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah);

e. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran
belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp3.051.257,00
(tiga juta lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh
tujuh rupiah);

f. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran
belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia
Rp9.669.751,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh
sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); dan

g. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran
belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung
Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

(10) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp221.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar
rupiah) terdiri dari:

a. pendapatan badan layanan umum Daerah dari jasa
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layanan sebesar Rp220.800.000.000,00 (dua ratus dua
puluh miliar delapan ratus juta rupiah); dan

b. pendapatan badan layanan umum Daerah dari lain-
lain pendapatan badan layanan umum daerah yang
sah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(11) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri atas
pendapatan dari penerimaan komisi, potongan, atau
bentuk lain Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(12) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) terdiri atas pendapatan denda atas
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar

Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp1.985.422.799.917,00 (satu triliun sembilan ratus
delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta
tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.563.061.306.000,00 (satu triliun lima ratus enam
puluh tiga miliar enam puluh satu juta tiga ratus enam
ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp422.361.493.917,00 (empat ratus dua puluh dua miliar

tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan
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puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.563.061.306.000,00 (satu triliun lima ratus
enam puluh tiga miliar enam puluh satu juta tiga ratus
enam ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. dana perimbangan;
b. dana desa; dan
c. insentif fiskal.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.829.244.000,00
(satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan
ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh
empat ribu rupiah).

(3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp132.354.323.000,00 (seratus tiga
puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga
ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp32.877.739.000,00 (tiga puluh
dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.397.829.244.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan
puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta
dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri
dari:
a. dana transfer umum-dana bagi hasil

Rp21.332.747.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus
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tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu
rupiah);

b. dana transfer umum-dana alokasi umum
Rp992.955.752.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh
dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh
ratus lima puluh dua ribu rupiah);

c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik
Rp65.473.589.000,00 (enam puluh lima miliar empat
ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh
sembilan ribu rupiah); dan

d. dana transfer khusus—-dana alokasi khusus non fisik
Rp318.067.156.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar
enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu
rupiah).

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp132.354.323.000,00
(seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat
juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas
dana desa sebesar Rp132.354.323.000,00 (seratus tiga
puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga
ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.877.739.000,00
(tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh
juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri
atas Insentif fiskal sebesar Rp32.877.739.000,00 (tiga
puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta

tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
(1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp422.361.493.917,00 (empat ratus dua puluh dua miliar
tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan

puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang
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terdiri dari:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.709.553.518,00
(dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan
juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan
belas rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl167.651.940.399,00
(seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh
satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus

sembilan puluh sembilan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1) huruf a  direncanakan sebesar

Rp254.709.553.518,00 (dua ratus lima puluh empat miliar

tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu

lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor
direncanakan sebesar Rp79.893.161.462,00 (tujuh
puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh
tiga juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus
enam puluh dua rupiah);

b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan
bermotor direncanakan sebesar Rp63.689.820.770,00
(enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh
sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus
tujuh puluh rupiah);

c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan
bermotor direncanakan sebesar Rp69.612.290.827,00
(enam puluh sembilan miliar enam ratus dua belas juta
dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh

tujuh rupiah);
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d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan
direncanakan sebesar Rp435.113.139,00 (empat ratus
tiga puluh lima juta seratus tiga belas ribu seratus tiga
puluh sembilan rupiah); dan

e. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan
sebesar Rp41.079.167.320,00 (empat puluh satu miliar
tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh
ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp167.651.940.399,00 (seratus enam puluh tujuh miliar
enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat
puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
yang terdiri dari:

a. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah
Provinsi Bali sebesar Rp34.851.940.399,00 (tiga puluh
empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta
sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan
puluh sembilan rupiah); dan

b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah
kabupaten/kota sebesar Rp132.800.000.000,00
(seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus juta

rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu
ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri
atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan direncanakan sebesar
Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu

ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.bulelengkab.go.id




Pasal 15
Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp2.667.954.308.649,00 (dua triliun enam ratus
enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta
tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan
rupiah) yang terdiri dari:
a. belanja operasi;
b. belanja modal,;
c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar
Rp2.055.614.519.555,00 (dua triliun lima puluh lima
miliar enam ratus empat belas juta lima ratus
sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
yang terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.190.427.371.499,70
(satu triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus
dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu
empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh
sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.916.411.019,30
(tujuh ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam
belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah
tiga puluh sen).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
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c direncanakan sebesar Rp137.578.437.036,00 (seratus
tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh
delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga
puluh enam rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00
(delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga

ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.190.427.371.499,70 (satu triliun seratus sembilan
puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus
tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh
sembilan rupiah tujuh puluh sen) terdiri dari:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;

c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan

g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp680.824.360.188,00 (enam ratus
delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh empat
juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan
puluh delapan rupiah)

(3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
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direncanakan sebesar Rpl190.876.859.616,00 (seratus
sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh
enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu
enam ratus enam belas rupiah).

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp214.028.827.759,70 (dua ratus empat belas miliar dua
puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu
tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan  sebesar
Rp33.807.235.870,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus
tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus
tujuh puluh rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp669.100.000,00 (enam ratus
enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.115.125.966,00
(satu miliar seratus lima belas juta seratus dua puluh
lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

(8) Belanja pegawai badan layanan umum = Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp69.105.862.100,00 (enam puluh
sembilan miliar seratus lima juta delapan ratus enam

puluh dua ribu seratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp680.824.360.188,00 (enam ratus

delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh empat
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juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh
delapan rupiah) yang terdiri dari:
belanja gaji pokok aparatur sipil negara;

a
b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;

0

belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;

o

belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;

e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil
negara;

f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;

g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur
sipil negara;

h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;

i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;

j- belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil
negara;

k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara;
dan

l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan
rakyat aparatur sipil negara.

(2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp503.530.760.806,00 (lima ratus tiga miliar lima ratus
tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan
ratus enam rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp46.112.744.482,00 (empat puluh
enam miliar seratus dua belas juta tujuh ratus empat
puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua
rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp5.389.796.221,00 (lima miliar
tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus
sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu

rupiah).
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(5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp43.690.889.335,00 (empat
puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta
delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus
tiga puluh lima rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp3.443.720.053,00 (tiga miliar
empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua
puluh ribu lima puluh tiga rupiah).

(7) Belanja  tunjangan  beras aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp26.086.053.188,00 (dua puluh enam miliar
delapan puluh enam juta lima puluh tiga ribu seratus
delapan puluh delapan rupiah).

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp8.780.755.577,00 (delapan
miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima
puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(9) Belanja  pembulatan gaji aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp18.445.375,00 (delapan belas
juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp38.876.195.264,00 (tiga puluh delapan miliar
delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus
sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh
empat rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

direncanakan sebesar Rpl.236.666.875,00 (satu miliar
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dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam
puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima
rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp3.325.269.745,00 (tiga miliar
tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh
sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

(13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan
rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp333.063.267,00
(tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu

dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp190.876.859.616,00
(seratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh
puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan
ribu enam ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban
kerja aparatur sipil negara;

b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi
kerja aparatur sipil negara;

c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan
kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan

d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi
kerja aparatur sipil negara.

(2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp104.111.828.343,44
(seratus empat miliar seratus sebelas juta delapan ratus

dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah
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empat puluh empat sen).

(3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp24.272.600.295,15 (dua
puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam
ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah lima
belas sen).

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan
profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.000.000,00
(seratus lima puluh tiga juta rupiah).

(5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp62.339.430.977,41 (enam
puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat
ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh

rupiah empat puluh satu sen).

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp214.028.827.759,70 (dua ratus
empat belas miliar dua puluh delapan juta delapan ratus
dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan
rupiah tujuh puluh sen) yang terdiri dari:
a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas
pemungutan pajak Daerah;
b. belanja bagi aparatur sipil negara atas Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah;
c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri
sipil Daerah;
d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai
negeri sipil Daerah;

e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil
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negara;

f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja; dan

g. belanja tambahan  penghasilan guru  pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja.

(2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas
pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.601.275.901,00
(sembilan miliar enam ratus satu juta dua ratus tujuh
puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).

(3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif
pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢
direncanakan sebesar Rpl140.262.379.900,00 (seratus
empat puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga
ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus
enam puluh juta rupiah).

(6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp31.554.937.558,70 (tiga puluh
satu miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan
ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan
rupiah tujuh puluh sen).

(7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.883.830.400,00
(dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga
juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.266.404.000,00
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(empat miliar dua ratus enam puluh enam juta empat

ratus empat ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp33.807.235.870,00 (tiga puluh tiga miliar
delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu
delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja uang representasi DPRD;

b. belanja tunjangan keluarga DPRD;

c. belanja tunjangan beras DPRD;

d. belanja uang paket DPRD;

e. belanja tunjangan jabatan DPRD;

f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;

g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;

h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan

anggota DPRD;

i. belanja tunjangan reses DPRD;

j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan
Anggota DPRD;

k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan
anggota DPRD;

1. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan

m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu
rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp140.591.972,00 (seratus empat puluh juta lima ratus
sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua
rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp150.612.824,00 (seratus lima puluh juta enam ratus
dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00
(delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh
lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus
rupiah).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan
ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas
juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan sebesar RpS5.670.000.000,00 (lima miliar
enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

(10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp950.789.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh
ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan
dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rp802.706.807,00 (delapan
ratus dua juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh
rupiah).

(12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp16.205.619.167,00 (enam belas
miliar dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu

seratus enam puluh tujuh rupiah).
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(13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp6.745.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh
lima juta enam ratus ribu rupiah).

(14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar
Rp432.390.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga

ratus sembilan puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp669.100.000,00

(enam ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu

rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;

b. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;

c. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;

d. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah;

e. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;

f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;

g. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah;

h. Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah; dan

i. Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah atas pemungutan pajak Daerah.

(2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
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direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Belanja  iuran jaminan  kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i direncanakan = sebesar
Rp669.100.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta

seratus ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD
serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rpl1.115.125.966,00 (satu miliar seratus lima

belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus

jdih.bulelengkab.go.id




enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan

b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah.

(2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

(3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp863.125.966,00 (delapan ratus
enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu

sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

22. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp69.105.862.100,00 (enam puluh
sembilan miliar seratus lima juta delapan ratus enam puluh

dua ribu seratus rupiah)

23. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp718.916.411.019,30 (tujuh ratus delapan belas miliar
sembilan ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu
sembilan belas rupiah tiga puluh sen) yang terdiri atas :
belanja barang;

a
b. belanja jasa;

o

belanja pemeliharaan;

o

belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;

f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
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g. belanja barang dan jasa bantuan operasional
kesehatan puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp92.200.876.399,03 (sembilan
puluh dua miliar dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh
enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga
sen).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp313.192.433.906,41 (tiga ratus
tiga belas miliar seratus sembilan puluh dua juta empat
ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah
empat puluh satu sen).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rpl17.915.203.907,86
(tujuh belas miliar sembilan ratus lima belas juta dua
ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah delapan puluh
enam sen).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp36.238.977.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus
tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh
tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp14.955.916.584,00 (empat belas miliar sembilan
ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam belas
ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp79.571.578.193,00 (tujuh puluh sembilan
miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga
rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan
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puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp9.701.336.265,00 (sembilan
miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam
ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

(9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp155.140.088.114,00 (seratus lima
puluh lima miliar seratus empat puluh juta delapan puluh

delapan ribu seratus empat belas rupiah).

24. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Anggaran
belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp92.200.876.399,03 (sembilan puluh dua miliar dua
ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus
sembilan puluh sembilan rupiah tiga sen) yang terdiri dari:
a. belanja barang pakai habis; dan
b. belanja barang tak habis pakai.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp92.032.231.639,03 (sembilan puluh dua miliar tiga
puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam
ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga sen).

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp168.644.760,00 (seratus enam puluh delapan juta enam
ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh

rupiah).

25. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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25  ayat (1) huruf b  direncanakan  sebesar
Rp313.192.433.906,41 (tiga ratus tiga belas miliar seratus
sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu
sembilan ratus enam rupiah empat puluh satu sen) yang
terdiri dari:

a. belanja jasa kantor;

b. belanja iuran jaminan/asuransi;

c. belanja sewa peralatan dan mesin;

d. belanja sewa gedung dan bangunan,;

e. belanja jasa konsultansi konstruksi;

f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;

g. belanja jasa ketersedian layanan (availibility payment)
h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis

serta pendidikan dan pelatihan; dan
i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil
negara atas pemungutan pajak Daerah.

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan Rpl187.514.107.052,43 (seratus
delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta
seratus tujuh ribu lima puluh dua rupiah empat puluh
tiga sen).

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp105.766.453.352,50 (seratus lima miliar tujuh ratus
enam puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu
tiga ratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).

(4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar (1)
Rp9.304.609.247,48 (sembilan miliar tiga ratus empat juta
enam ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh
rupiah empat puluh delapan sen).

(5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar (1)
Rp2.258.791.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh
delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

(6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
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Rp567.374.900,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tiga
ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

(7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.183.580.470,00 (satu miliar seratus delapan puluh
tiga juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh
puluh rupiah).

(8) Belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus
tiga puluh ribu rupiah).

(9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis
serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp6.444.187.884,00 (enam miliar empat ratus empat
puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu
delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

(10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil
negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp17.915.203.907,86 (tujuh belas miliar sembilan ratus
lima belas juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus
tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
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Rp14.016.285.091,07 (empat belas miliar enam belas juta
dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh satu
rupiah tujuh sen).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp2.993.486.317,00 (dua miliar
sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus
delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp550.062.500,00 (lima ratus lima
puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar (1)
Rp67.620.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus dua
puluh ribu rupiah).

(6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar (1)
Rp287.749.999,79 (dua ratus delapan puluh tujuh juta
tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan

sen).

27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp36.238.977.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus
tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh
tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri
dari:
a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
b. belanja perjalanan dinas luar negeri

(2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp36.238.977.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus
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tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh

tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri

dari:

a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar
Rp30.927.481.366,00 (tiga puluh miliar sembilan
ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan
puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam
rupiah).

b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan
sebesar Rp5.311.496.284,00 (lima miliar tiga ratus
sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam
ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

(3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan

dinas biasa luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

28. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rpl14.955.916.584,00 (empat belas miliar
sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus
enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat
rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat.

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar (1) Rp3.654.720.000,00
(tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus

dua puluh ribu rupiah).
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(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp11.301.196.584,00
(sebelas miliar tiga ratus satu juta seratus sembilan
puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat

rupiah).

29. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional
sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf f direncanakan Rp79.571.578.193,00 (tujuh puluh
sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh
tiga rupiah).

(2) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional
kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf g direncanakan Rp9.701.336.265,00
(sembilan miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh

enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

30. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32
Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf
h direncanakan Rp155.140.088.114,00 (seratus lima puluh
lima miliar seratus empat puluh juta delapan puluh delapan

ribu seratus empat belas rupiah).

31. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
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Rp137.578.437.036,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar

lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga

puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

c. belanja hibah dana BOS;

d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
dan

e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan
pendidikan.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp61.147.002.620,00 (enam puluh satu miliar seratus
empat puluh tujuh juta dua ribu enam ratus dua puluh
rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp62.392.342.416,00 (enam puluh
dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus
empat puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah).

(4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.606.680.000,00
(tiga miliar enam ratus enam juta enam ratus delapan
puluh ribu rupiah).

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp3.036.812.000,00 (tiga miliar tiga
puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

(6) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp7.395.600.000,00 (tujuh miliar
tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu

rupiah).

32. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 34

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan

puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan
sebesar Rp6.612.500.000,00 (enam miliar enam ratus dua
belas juta lima ratus ribu rupiah);

b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
direncanakan sebesar Rp200.600.000,00 (dua ratus juta
enam ratus ribu rupiah); dan

c. belanja bantuan sosial kepada keluarga
Rp1.879.200.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh

puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar
Rp211.457.132.344,00 (dua ratus sebelas miliar empat
ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu
tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp687.807.500,00 (enam
ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu
lima ratus rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar (1)

Rp57.957.890.727,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan
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ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh
ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp40.969.828.111,00 (empat puluh miliar sembilan ratus
enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh
delapan ribu seratus sebelas rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp86.855.884.064,00 (delapan puluh enam miliar delapan
ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh
empat ribu enam puluh empat rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar (1)
Rp21.805.169.879,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus
lima juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus
tujuh puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.180.552.063,00
(tiga miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima

puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah).

34. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp687.807.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta
delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) terdiri atas
belanja modal tanah persil sebesar Rp687.807.500,00 (enam
ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima

ratus rupiah).

35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37
(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan
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sebesar Rp57.957.890.727,00 (lima puluh tujuh miliar
sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus
sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)
yang terdiri dari:

a. belanja modal alat besar;

b. belanja modal alat angkutan;

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

d. belanja modal alat pertanian;

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

h. belanja modal alat laboratorium;

[S—ey

belanja modal komputer;

j- belanja modal alat keselamatan kerja;

k. belanja modal peralatan proses/produksi;

l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan
operasional sekolah;

m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan
umum daerah; dan

n. belanja modal alat pengeboran.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.326.555,00 (tujuh
ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam
ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.507.050.000,00
(satu miliar lima ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp120.827.385,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus
dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima
rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00
(tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat
ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp13.353.264.024,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima
puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua
puluh empat rupiah).

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp294.983.125,00 (dua ratus sembilan puluh
empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus
dua puluh lima rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan  kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp7.456.483.093,00 (tujuh miliar
empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan
puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah).

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp2.100.723.084,00 (dua miliar seratus juta tujuh ratus
dua puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah).

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.215.862.575,00
(empat miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus
enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

(11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp36.225.960,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua
puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

(12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp0,00 (nol rupiah).

(13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp16.045.854.326,00 (enam belas
miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh
empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

(14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

direncanakan sebesar Rp12.054.600.000,00 (dua belas
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miliar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

(15) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar
Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh

enam ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38
Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp729.326.555,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga
ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan
sebesar Rp729.326.555,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan
juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh

lima rupiah).

37. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp1.507.050.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh
juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.507.050.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima
puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

38. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 40

(1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp120.827.385,00 (seratus dua
puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus
delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal alat bengkel tak bermesin,;
b. belanja modal alat ukur; dan
c. belanja modal alat bengkel bermesin.

(2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp78.876.600,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus
tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rpl1.047.285,00 (satu
juta empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima
rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp40.903.500,00 (empat puluh juta sembilan ratus tiga

ribu lima ratus rupiah).

39. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41
Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus
sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah). yang terdiri
atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar
Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus

sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
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(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp13.353.264.024,00 (tiga belas
miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam
puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) yang terdiri
dari:

a. belanja modal alat kantor;
b. belanja modal alat rumah tangga; dan
c. belanja modal kursi kerja pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.950.123.745,00
(dua miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus dua
puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp10.395.370.279,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan
puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus
tujuh puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu
rupiah).

41. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan
pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp294.983.125,00 (dua
ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan
puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri
dari:
a. belanja modal peralatan studio video dan film; dan
b. belanja modal alat komunikasi.

(2) Belanja modal peralatan studio video dan film
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp294.983.125,00 (dua ratus
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sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh
tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

42. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44
Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp7.456.483.093,00 (tujuh miliar
empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh
tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari
a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar
Rp7.452.553.693,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh
dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus
sembilan puluh tiga rupiah); dan
b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar
Rp3.929.400,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh

sembilan ribu empat ratus rupiah).

43. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan
sebesar Rp2.100.723.084,00 (dua miliar seratus juta tujuh
ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah)
yang terdiri dari:

a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.

(2) Belanja modal wunit alat laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp54.501.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus satu
ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp2.046.222.084,00 (dua miliar empat puluh enam juta
dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh empat

rupiah).

44. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp4.215.862.575,00 (empat miliar dua ratus lima belas
juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh
puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal komputer unit; dan
b. belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.923.741.014,00
(dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus
empat puluh satu ribu empat belas rupiah).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.292.121.561,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh
dua juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam

puluh satu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47
(1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp36.225.960,00 (tiga puluh enam
juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam

puluh rupiah) yang terdiri dari:
a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar
Rp4.817.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh belas

ribu empat ratus rupiah); dan

b. belanja modal alat search and rescue direncanakan
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sebesar Rp31.408.560,00 (tiga puluh satu juta empat
ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

(2) Anggaran belanja modal peralatan proses/produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari
belanja modal unit peralatan proses/produksi sebesar

Rp0,00 (nol rupiah).

46. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48
Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan
operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf |l direncanakan sebesar Rp16.045.854.326,00
(enam belas miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima
puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang
terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan
operasional sekolah direncanakan sebesar
Rp16.045.854.326,00 (enam belas miliar empat puluh lima
juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh

enam rupiah).

47. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49
Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan
umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf m direncanakan sebesar Rp12.054.600.000,00 (dua
belas miliar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan
layanan umum Daerah direncanakan sebesar
Rp12.054.600.000,00 (dua belas miliar lima puluh empat juta

enam ratus ribu rupiah).

48. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp40.969.828.111,00 (empat puluh

miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan

ratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) yang

terdiri dari:

a. belanja modal bangunan gedung;

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan

c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan
umum Daerah.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp40.521.167.690,00 (empat puluh miliar lima ratus dua
puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam
ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp90.660.421,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam
puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan
umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh delapan juta rupiah).

49. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp40.521.167.690,00 (empat puluh miliar lima
ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu
enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari
belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
direncanakan sebesar Rp40.521.167.690,00 (empat puluh
miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh

tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri
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dari:

a. belanja modal bangunan gedung kantor;

b. belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;

c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;

d. belanja modal bangunan peternakan/perikanan;

e. belanja modal taman;

f. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya;

dan
g. belanja modal bangunan fasilitas umum.

(3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar
RpS5.777.631.576,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh
tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus
tujuh puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
direncanakan sebesar Rp38.489.472,00 (tiga puluh
delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu
empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
direncanakan sebesar Rp32.902.298.557,00 (tiga puluh
dua miliar sembilan ratus dua juta dua ratus sembilan
puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
direncanakan sebesar Rpl.567.748.120,00 (satu miliar
lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh
delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

(7) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e direncanakan sebesar Rp34.999.965,00 (tiga puluh
empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

(8) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

50. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp90.660.421,00 (sembilan puluh
juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh
satu rupiah) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda
batas direncanakan sebesar Rp90.660.421,00 (sembilan
puluh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus dua
puluh satu rupiah).

(2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan
layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta
rupiah).

51. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53
(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp86.855.884.064,00 (delapan
puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta
delapan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh
empat rupiah) yang terdiri dari:
a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air;
c. belanja modal jaringan; dan
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan
layanan umum Daerah.
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp79.369.085.909,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga
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ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu
sembilan ratus sembilan rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.588.449,00
(enam miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh
delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp290.277.706,00 (dua
ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh
ribu tujuh ratus enam rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan
umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp695.932.000,00 (enam ratus
sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua

ribu rupiah).

52. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp79.369.085.909,00 (tujuh puluh sembilan
miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh
lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang terdiri
dari:

a. belanja modal jalan; dan
b. belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp76.635.586.909,00 (tujuh
puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima
ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan
rupiah).

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.733.499.000,00
(dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus

sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
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53. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp6.500.588.449,00 (enam miliar lima ratus juta lima ratus

delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh

sembilan rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar
Rp5.231.921.240,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu
juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat
puluh rupiah); dan

b. belanja modal bangunan air kotor sebesar
Rp1.268.667.209,00 (satu miliar dua ratus enam puluh
delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus

sembilan rupiah).

54. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56
Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp290.277.706,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus
tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) yang terdiri
atas belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar
Rp290.277.706,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus

tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah).

55. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57
Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan
layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp695.932.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga
puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan,

jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah
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direncanakan sebesar Rp695.932.000,00 (enam ratus sembilan

puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

56. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp21.805.169.879,00 (dua puluh satu miliar
delapan ratus lima juta seratus enam puluh sembilan ribu
delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri
dari:

a. belanja modal bahan perpustakaan;

b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional
sekolah;

c. belanja modal tanaman; dan

d. belanja modal barang bercorak
kesenian/kebudayaan/olahraga.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp145.252.658,00 (seratus empat puluh lima juta dua
ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan
rupiah).

(3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp21.609.717.221,00 (dua puluh
satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh
belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

(4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.400.000,00 (empat
puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

(5) Belanja modal barang bercorak
kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

57. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 59

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp3.180.552.063,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta

lima ratus lima puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) yang

terdiri dari:

a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar
Rp120.178.590,00 (seratus dua puluh juta seratus tujuh
puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
dan

b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah
sebesar Rp3.060.373.473,00 (tiga miliar enam puluh juta
tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh

tiga rupiah).

58. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp4.753.252.485,00
(empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima

puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

59. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar
Rp396.129.404.265,00 (tiga ratus sembilan puluh enam
miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat
ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp34.164.458.665,00 (tiga puluh empat miliar seratus
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enam puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan
ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

(3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp361.964.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar
sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus

empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

60. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp34.164.458.665,00 (tiga puluh empat miliar seratus
enam puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan
ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan

kabupaten/kota dan desa; dan
b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota
kepada pemerintah desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan
kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp29.672.464.323,00 (dua puluh sembilan miliar enam
ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh
empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota
kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00
(empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta
sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus

empat puluh dua rupiah).

61. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan
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kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp29.672.464.323,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus
tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga
ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas belanja bagi
hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa direncanakan
sebesar Rp29.672.464.323,00 (dua puluh sembilan miliar
enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh

empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

62. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota
kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan
puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu
tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas
belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten kota kepada
pemerintah desa.

(2) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota
kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat
miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan
ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh

dua rupiah).

63. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65

(1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp361.964.945.600,00 (tiga ratus enam puluh
satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta
sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah)

yang terdiri dari:

a. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau
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kabupaten/kota kepada desa; dan
b. belanja bantuan keuangan antar daerah
Kabupaten/Kota.

(2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau
kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp361.764.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar
tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat
puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan antar daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus
kepada pemerintah kabupaten/kota direncanakan sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

64. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau
kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp361.764.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar
tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat
puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari
belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau
kabupaten/kota kepada Desa.

(2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau
kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) direncanakan sebesar
Rp361.764.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar
tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat
puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota
kepada desa;
b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota

kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
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c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota
kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

(3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota
kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf
a direncanakan sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus
dua puluh delapan miliar rupiah)

(4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota
kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar
Rp132.354.323.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga
ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu
rupiah).

(5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota
kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c
direncanakan sebesar Rp101.410.622.600,00 (seratus satu
miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh

dua ribu enam ratus rupiah).

65. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67
Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua
miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh
enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri
dari:
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

66. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar
Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga

belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam
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ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar
seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh

enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

67. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh
dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan
puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya
capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran
pembiayaan.

(2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja
dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga
belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam

ratus tiga puluh empat rupiah).

68. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70
(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
yang terdiri dari penyertaan modal daerah.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang
terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha

milik Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
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69. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71
Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas penyertaan
modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar

Rp0,00 (nol rupiah).

70. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan
anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar
seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh
enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh
dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan

puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

71. Ketentuan dalam Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73
Perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. Lampiran I
ringkasan Penjabaran APBD yang dikasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

b. Lampiran II
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rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun
anggaran 2024;

Lampiran IIl.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah
berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat
Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2024;

Lampiran III.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah
berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat
Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2024;

Lampiran IV.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan
kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun
anggaran 2024;

Lampiran IV.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan
kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun
anggaran 2024;

Lampiran V.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan
keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja
perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun
anggaran 2024;

Lampiran V.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan
keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja
perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun
anggaran 2024;

Lampiran VI.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi
hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun
anggaran 2024;

Lampiran VI.b
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daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi
hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun
anggaran 2024;

k. Lampiran VI.c
daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi
hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa tahun
anggaran 2024;

l. Lampiran VII
rincian dana otonomi khusus menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun
anggaran 2024;

m. LampiranVIII
rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan
minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana
bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun
anggaran 2024;

n. Lampiran IX

rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun
anggaran 2024.

72. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74
Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD tahun anggran
2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

73. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

jdih.bulelengkab.go.id




74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran Ill.a diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill.a yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran IlI.b diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran IV.a diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran IV.b diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.b yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran V.a diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran V.b diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran VI.a diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.a yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran VI.b diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.b yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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83.

84.

85.

86.

Ketentuan Lampiran VI.c diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.c yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan gesuai dengan aslinva

Kepala Bagian Hukum,

td

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 1981071620080351001
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RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN Jﬁfﬁ'ﬁw(’}gp) JﬁEM‘T’_lﬁA(';p) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 493.324.500.000,00 575.417.310.612,00 82.092.810.612,00
41,01 Pajak Daerah 195.530.000.000,00 244.589.116.850,00 49.059.116.850,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 3.000.000.000,00 3.500.000.000,00 500.000.000,00
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ 3.000.000.000,00 3.500.000.000,00 500.000.000,00

Megatron

4.1.01.09.01.0001

Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/
Megatron

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

500.000.000,00

4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1.400.000.000,00 1.600.000.000,00 200.000.000,00
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1.400.000.000,00 1.600.000.000,00 200.000.000,00
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1.400.000.000,00 1.600.000.000,00 200.000.000,00

4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 100.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 100.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 100.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

4.1.01.15 Perkotaan (PBBP2) 27.000.000.000,00 24.000.000.000,00 -3.000.000.000,00
4.1.01.15.01 PBBP2 27.000.000.000,00 24.000.000.000,00 -3.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 27.000.000.000,00 24.000.000.000,00 -3.000.000.000,00

4.1.01.16

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

51.000.000.000,00

55.914.116.850,00

4.914.116.850,00

4.1.01.16.01

BPHTB-Pemindahan Hak

50.200.000.000,00

55.525.000.000,00

5.325.000.000,00

4.1.01.16.01.0001

BPHTB-Pemindahan Hak

50.200.000.000,00

55.525.000.000,00

5.325.000.000,00

4.1.01.16.02

BPHTB-Pemberian Hak Baru

800.000.000,00

389.116.850,00

-410.883.150,00

4.1.01.16.02.0001

BPHTB-Pemberian Hak Baru

800.000.000,00

389.116.850,00

-410.883.150,00

4.1.01.19

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

113.030.000.000,00

159.075.000.000,00

46.045.000.000,00

4.1.01.19.01

PBJT-Makanan dan/atau Minuman

27.000.000.000,00

39.500.000.000,00

12.500.000.000,00

4.1.01.19.01.0001

PBJT-Restoran

27.000.000.000,00

39.500.000.000,00

12.500.000.000,00

4.1.01.19.02

PBJT-Tenaga Listrik

49.000.000.000,00

62.000.000.000,00

13.000.000.000,00

4.1.01.19.02.0001

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

49.000.000.000,00

62.000.000.000,00

13.000.000.000,00

4.1.01.19.03

PBJT-Jasa Perhotelan

35.000.000.000,00

53.000.000.000,00

18.000.000.000,00

4.1.01.19.03.0001

PBJT-Hotel

35.000.000.000,00

53.000.000.000,00

18.000.000.000,00

4.1.01.19.04

PBJT-Jasa Parkir

30.000.000,00

75.000.000,00

45.000.000,00

4.1.01.19.04.0001

PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat
Parkir

30.000.000,00

75.000.000,00

45.000.000,00

4.1.01.19.05

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

2.000.000.000,00

4.500.000.000,00

2.500.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-10-01 09:19:29
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SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN IJUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian
6.1.01.07 Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran 45.000.000.000,00 62.113.996.634,00 17.113.996.634,00
Pembiayaan
6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian 45.000.000.000,00 62.113.996.634,00 17.113.996.634,00

Target Kinerja

6.1.01.07.01.0001

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian
Target Kinerja

45.000.000.000,00

62.113.996.634,00

17.113.996.634,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

45.000.000.000,00

62.113.996.634,00

17.113.996.634,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha )

6.2.02.02 Milik Daerah (BUMD) 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00

6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00

Pembiayaan Netto

44.600.000.000,00

62.113.996.634,00

17.513.996.634,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun

63 Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00
Pj. BUPATI BULELENG,
ttd
KETUT LIHADNYANA
jdih.bulelengkab.go.id
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N LAMPIRAN II

\ ey

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

SEBELUM
JUMLAH (Rp)

SESUDAH
JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH /
BERKURANG (Rp)

DASAR
HUKUM

4 PENDAPATAN DAERAH 2.294.958.823.433,00 |  2.605.840.312.015,00 310.881.488.582,00
41 (gzg?DAPATA“'ASL'DAERAH 493.324.500.000,00 575.417.310.612,00 82.092.810.612,00
4.1.01 Pajak Daerah 195.530.000.000,00 244.589.116.850,00 49.059.116.850,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 3.000.000.000,00 3.500.000.000,00 500.000.000,00
4.1.01.09.01 Pajak Reklame 3.000.000.000,00 3.500.000.000,00 500.000.000,00

Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

4.1.01.09.01.0001

Pajak Reklame
Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

500.000.000,00

4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1.400.000.000,00 1.600.000.000,00 200.000.000,00
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1.400.000.000,00 1.600.000.000,00 200.000.000,00
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1.400.000.000,00 1.600.000.000,00 200.000.000,00

4.1.01.14

Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan

100.000.000,00

500.000.000,00

400.000.000,00

4.1.01.14.37

Pajak Mineral bukan Logam
dan Batuan Lainnya

100.000.000,00

500.000.000,00

400.000.000,00

4.1.01.14.37.0001

Pajak Mineral bukan Logam
dan Batuan Lainnya

100.000.000,00

500.000.000,00

400.000.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan

4.1.01.15 Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 27.000.000.000,00 24.000.000.000,00 -3.000.000.000,00
4.1.01.15.01 PBBP2 27.000.000.000,00 24.000.000.000,00 -3.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 27.000.000.000,00 24.000.000.000,00 -3.000.000.000,00

4.1.01.16

Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)

51.000.000.000,00

55.914.116.850,00

4.914.116.850,00

4.1.01.16.01

BPHTB-Pemindahan Hak

50.200.000.000,00

55.525.000.000,00

5.325.000.000,00

4.1.01.16.01.0001

BPHTB-Pemindahan Hak

50.200.000.000,00

55.525.000.000,00

5.325.000.000,00

4.1.01.16.02

BPHTB-Pemberian Hak Baru

800.000.000,00

389.116.850,00

-410.883.150,00

4.1.01.16.02.0001

BPHTB-Pemberian Hak Baru

800.000.000,00

389.116.850,00

-410.883.150,00

4.1.01.19

Pajak Barang dan Jasa Tertentu
(PBJT)

113.030.000.000,00

159.075.000.000,00

46.045.000.000,00

4.1.01.19.01

PBJT-Makanan dan/atau
Minuman

27.000.000.000,00

39.500.000.000,00

12.500.000.000,00

4.1.01.19.01.0001

PBJT-Restoran

27.000.000.000,00

39.500.000.000,00

12.500.000.000,00

4.1.01.19.02

PBJT-Tenaga Listrik

49.000.000.000,00

62.000.000.000,00

13.000.000.000,00

4.1.01.19.02.0001

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik
dari Sumber Lain

49.000.000.000,00

62.000.000.000,00

13.000.000.000,00

4.1.01.19.03

PBJT-Jasa Perhotelan

35.000.000.000,00

53.000.000.000,00

18.000.000.000,00

4.1.01.19.03.0001

PBJT-Hotel

35.000.000.000,00

53.000.000.000,00

18.000.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 11:36:10

jdih.bulelengkab.go.id




SEBELUM SESUDAH
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BE&EE@X‘&Q% | ﬁﬁi’ﬁﬁ
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) P
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada
6.2.02.02 Badan Usaha Millk Daerah (BUMD) 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00
6.2.02.02.01 BUMDP enyertaan Modal Daerah pada 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00
6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00
pada BUMD

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 11:36:15
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NOMOR 24 TAHUN 2024

LAMPIRAN IIl.A
* PERATURAN BUPATI BULELENG
),

Hibah Berupa Uang

' TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JfJIi/IBLihU(II\gp) JLSJE/|S|_L£|D-|A(HRp) SELISIH (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1 BOS SEKOLAH DASAR BULELENG 1.852.200.000,00 1.905.120.000,00 52.920.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.852.200.000,00 1.905.120.000,00 52.920.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2 | CSR SD NEGERI 2 TUKADSUMAGA gifgkggiadsumaga’ Kec. 0,00 0,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3 Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Buleleng 1.561.560.000,00 1.561.560.000,00 0,00
4 Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Buleleng 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.561.560.000,00 1.701.560.000,00 140.000.000,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
5 YAYASAN JAMI'YAH AR-RAHMAH BANJAR DINAS MUSI 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
6 YAYASAN SWARA WACIKA EZ'&‘;&Z‘;Q&S{:{;ZQN 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD
7 LEMBAGA PAUD PENERIMA DANA BOP PAUD se-Kabupaten Buleleng Buleleng 120.000.000,00 0,00 -120.000.000,00
8 LEMBAGA PAUD PENERIMA DANA BOP PAUD se-Kabupaten Buleleng Buleleng 5.992.560.000,00 OEOIR Lo -5.9?2.?\60.009;?0
oA OthereRgKan-go-1t
SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:05 Hal_ 1/76




SEBELUM

SESUDAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1224 | Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja 6.166.200.000,00 6.166.200.000,00 0,00
1225 | POLRES BULELENG Jalan Pramuka No 1 Singaraja 0,00 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00
1226 | POLRES BULELENG Jalan Pramuka No 1 Singaraja 9.200.000.000,00 0,00 -9.200.000.000,00

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 45.947.002.620,00 45.947.002.620,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 45.947.002.620,00 45.947.002.620,00 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:05

Pj. BUPATI BULELENG,
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LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI BULELENG
/ NOMOR 24 TAHUN 2024

Hibah Berupa Barang/Jasa

ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

SEBELUM

SESUDAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan
Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan Konstruksi
Jalan Pramuka No 1 Bangunan Gedung Kantor
L POLRES BULELENG Singaraja Pemerintah Klasifikasi Tidak 0.00 0.00 0,00
Sederhana
Jalan Pramuka No 1 Pembangunan Bangunan
2 POLRES BULELENG Si ; Gedung Kantor Pemerintah 0,00 14.900.000.000,00 14.900.000.000,00
ingaraja o
Klasifikasi Tidak Sederhana
Pengawasan Konstruksi
Jalan Pramuka No 1 Bangunan Gedung Kantor
3 POLRES BULELENG Singaraja Pemerintah Klasifikasi Tidak 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sederhana
JI. Dewi Sartika No.23,
Kaliuntu, Kec. Buleleng, Penataan
4 KEJAKSAAN NEGERI BULELENG Kabupaten Buleleng, Ball 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
81116
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 0,00 15.200.000.000,00 15.200.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R
dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
(UPPKA)
5 | Kelompok BKB Kamboja Desa Patemon, BKB Kit Stunting 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Kecamatan Seririt

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:13

jdih.bulelengkab.go.id

Hal_1/15




SEBELUM

SESUDAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)

209 | Kelompok Pengolah dan Pemasar Sari Mekar Il Banjar Dinas | ., pengastulan Celemek 555.555,00 555.555,00 0,00
Sari Desa Pengastulan Kecamatan Seririt

210 | Kelompok Pengolah dan Pemasar Sari Mekar Il Banjar Dinas | ., pengastulan Penutup Kepala 555.000,00 555.000,00 0,00
Sari Desa Pengastulan Kecamatan Seririt

211 Kelt_)mpok Pengolah dan Pemasar Sari .I\/'Iekar Il Banjar Dinas Desa Pengastulan Nampan Bulat 295.815,00 295.815,00 0,00
Sari Desa Pengastulan Kecamatan Seririt

212 | Kelompok Pengolah dan Pemasar Sari Mekar Il Banjar Dinas | ., pengastulan Sarung tangan 377.622,00 377.622,00 0,00
Sari Desa Pengastulan Kecamatan Seririt

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 378.549.204,00 378.516.236,00 -32.968,00

JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 1.445.190.384,00 1.445.157.416,00 -32.968,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:13

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id
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LAMPIRAN IV.A
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2024

Bantuan Sosial Berupa Uang

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2024

SEBELUM

SESUDAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1 | MADE YUDARMA BD.BULUH 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2 | GEDE WIRNATA BD.BULUH 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
3 | MADE WIJASA BD.GANDONGAN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
4 I NYOMAN PICA BD.BULAKAN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
5 made selamat BANJAR DINAS bubunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
6 Nyoman Sedana BD. Pucak Sari 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
7 Nyoman Sumerta Jalan Merak Gg. Remaja RT. 02 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
8 I Nyoman Hadisama BD. Palbesi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
9 Ketut Mangku BD. BatuAgung Pidada 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
10 | wayan Sudiasta oajan Merak Gg. Masa No. 12 B RT. 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00
11 Kadek Sudiasa BD. BatuAgung Pidada 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
12 | Made Abdi Susila Giri BD. BatuAgung Pidada 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
13 | I Komang Arsana Yuda Santosa iﬁ:gﬂﬂg;ﬁgﬁ/mﬁ%l'ﬁﬁm{]ﬁ o1 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
14 Ketut Merta BD. BatuAgung Pidada 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
15 | Ketut Kariawan Jalan Dewi Sartika Utara Gg. Arjuna 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

No. 8 RT. 6

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:20

jdih.bulelengkab.go.id




SEBELUM

SESUDAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JONL AT (Rp) JOMLAL (D) SELISIH (Rp)
DESA ULARAN, BANJAR DINAS
2797 | 1 PUTU MARTAWAN e 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
KELURAHAN BANJAR BALI, JLN
2798 | KETUT WATI A 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
DESA DEPEHA, BR. DINAS
2799 | PUTU AYU DESY LESTARI DESA DEDEMA 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2800 | NYOMAN PASEK DESA KALIANGET, BD. DAWAN 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
KELURAHAN PENARUKAN, JL
2801 | DEWA PUTU ARIANA R R 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
DESA GIRI EMAS, BANJAR DINAS
2802 | KOMANG WAHYUNI SUCIANI AR 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2803 | | PUTU ARNAWA gEiA SANGSIT, BATIAR DINAS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2804 | KOMANG ARIAWAN DESA MUSI, BANJAR DINAS MUSI 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2805 | KADEK SUARA DESA TAJUN, BD BATU NGADEG 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2806 | NI MADE MINI DESA SIDETAPA, BD DAJAN PURA 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
DESA SULANYAH, BANJAR DINAS
2807 | MADE KINDRI VNS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2808 | NI KETUT SARINI DESA LOKAPAKSA, BD. CARIK 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
AGUNG
DESA TINGA-TINGA, BANJAR
2809 | KOMANG KRISNA WIJAYA D AN 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2810 | MADE SADIANA DESA JOANYAR, BNAJAR DINAS 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
KELODAN
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 3.975.000.000,00 3.975.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial 696.000.000,00 5.854.200.000,00 5.158.200.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:20
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LAMPIRAN IV.B
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024
Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2024

\ rmnmm‘gf: ‘

SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA | BENTUK JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 | KUBE SARI AMERTHA Desa Busungbiu, Kec. | Ternak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Busungbiu Babi
Desa Bengkala, Kec. Ternak
2 | KUBE MEKAR JAYA Kubutambahan Babi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
3 | KUBE MEKAR SARI Desa Tamblang, Kec. | Ternak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Kubutambahan Babi
4 | KUBE KELODAN LESTARI Desa Madenan, Kec. | Ternak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
tejakula Babi
5 | KUBE KAJANAN LESTARI Desa Madenan, Kec. | Ternak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
tejakula Babi
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Penyediaan Permakanan
6 | KARANG TARUNA PUTRA SESANA Sanjar binas Tegal :jf‘cang 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00
7 | KARANG TARUNA EKA PRASETYA TARUNA WIDYA Banjar Dinas Tenaon S;é?r 900.000,00 900.000,00 0,00
8 | KARANG TARUNA NUSA SEJAHTERA JI. Gunung Semeru Beras 7.000.000,00 8.500.000,00 1.500.000,00
9 | KARANG TARUNA EKA PRASETYA TARUNA WIDYA Banjar Dinas Tenaon :\r"":‘tan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
10 | KARANG TARUNA NUSA SEJAHTERA JI. Gunung Semeru S;é?r 900.000,00 900.000,00 0,00
11 | KARANG TARUNA ALAMANDA Jl. Imam Bonjol No. 67 | Mie 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
Singaraja Instan

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:27
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SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA | BENTUK JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat
28 KARANG TARUNA EKA CITTA DHARMA Banjar Dinas Madan ;ZLr;ak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Banjar Dinas Laba Ternak
29 KARANG TARUNA CANDRA METHU Nangga, Desa Babi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Pangkungparuk
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial 200.600.000,00 200.600.000,00 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:27
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LAMPIRAN V.A

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Bantuan Keuangan Umum

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA J?JII%/IEI,’_EAII-IU(l\EA?p) Jﬁ',fASI_L/i%A("R'p) SELISIH (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1 Umejero 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:36



LAMPIRAN V.B

Bantuan Keuangan Khusus

PERATURAN BUPATI BULELENG
1/ NOMOR 24 TAHUN 2024
¥/ TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JfJIi/IBLEAhU(II\gp) Ji%ﬂ?_ti%A(HRp) SELISIH (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1 Tigawasa 1.695.074.000,00 1.695.074.000,00 0,00
2 Tampekan 646.096.000,00 646.096.000,00 0,00
3 Galungan 0,00 0,00 0,00
4 Umeanyar 489.059.700,00 489.059.700,00 0,00
5 Depeha 928.543.700,00 928.543.700,00 0,00
6 Bongancina 526.092.500,00 526.092.500,00 0,00
7 Jinengdalem 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
8 Pegadungan 115.000.000,00 0,00 -115.000.000,00
9 Bebetin 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
10 Baktiseraga 0,00 0,00 0,00
11 Banjarasem 1.168.509.000,00 1.168.509.000,00 0,00
12 Pejarakan 1.369.908.000,00 1.369.908.000,00 0,00
13 Nagasepaha 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
14 Kayuputih 0,00 0,00 0,00
15 Titab 495.063.800,00 495.063.800,00 0,00
16 Gobleg 0,00 0,00 0,00
17 Bukti 0,00 144.516.000,00 144.516.000,00
18 Sarimekar 813.052.000,00 813.052.000,00 0,00
19 Sambangan 684.978.600,00 684.978.600,00 0,00
jdirbutelengkab-go-id
SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:42




SEBELUM

SESUDAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
695 Pemaron 859.511.000,00 859.511.000,00 0,00
696 Sinabun 1.072.114.000,00 1.072.114.000,00 0,00
697 Ularan 849.046.000,00 849.046.000,00 0,00
698 Bestala 473.400.400,00 473.400.400,00 0,00

699 Kubutambahan 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
700 Celukanbawang 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
701 Poh Bergong 659.370.800,00 659.370.800,00 0,00
702 Pakisan 887.936.000,00 887.936.000,00 0,00
703 Tembok 0,00 0,00 0,00
704 Musi 0,00 0,00 0,00

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN

247.562.529.600,00

361.964.945.600,00

114.402.416.000,00

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

247.562.529.600,00

361.964.945.600,00

114.402.416.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:42

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id




LAMPIRAN VI.A

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)

DATA LAPORAN KOSONG

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id
SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:49 Halaman 1




LAMPIRAN VI.B

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)

DATA LAPORAN KOSONG

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id

Halaman 1

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:02:55
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LAMPIRAN VI.C

NOMOR 24 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI BULELENG

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JfJf/IBLEAhU(I'\gp) JLSJII%/ISLL;&%A(HRp) SELISIH (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
1 Penyabangan 5.568.592,00 5.568.592,00 0,00
2 Pegadungan 5.120.849,00 5.120.849,00 0,00
3 Pacung 4.710.905,00 4.710.905,00 0,00
4 Gunungsari 29.513.998,00 29.513.998,00 0,00
5 Bondalem 41.588.570,00 41.588.570,00 0,00
6 Kalianget 4.677.534,00 4.677.534,00 0,00
7 Silangjana 28.511.697,00 28.511.696,00 -1,00
8 Tajun 34.843.709,00 34.843.709,00 0,00
9 Tukadmungga 42.271.193,00 42.271.193,00 0,00
10 Bebetin 33.431.084,00 33.431.084,00 0,00
11 Bontihing 24.697.207,00 24.697.207,00 0,00
12 Tajun 48.626.628,00 48.626.628,00 0,00
13 Tampekan 20.928.571,00 20.928.571,00 0,00
14 Nagasepaha 25.743.273,00 25.743.273,00 0,00
15 Gunungsari 24.163.555,00 24.163.555,00 0,00
16 Tirtasari 114.395.810,00 143.098.092,00 28.702.282,00
17 Sawan 34.977.993,00 34.977.993,00 0,00
18 Ringdikit 4.516.406,00 4.516.406,00 0,00
19 Sambangan 6.469.294,00 6.469.294,00 0,00
jdir-butelengkab-go-id
SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:03:00




SEBELUM

SESUDAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)

512 Sepang Kelod 4.874.604,00 4.874.604,00 0,00
513 Giri Emas 4.761.292,00 4.761.292,00 0,00
514 Kayuputih 5.345.375,00 5.345.375,00 0,00
515 Panji 44.621.368,00 44.621.368,00 0,00
516 Pegayaman 26.768.790,00 26.768.790,00 0,00

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN

29.258.546.982,00

34.164.458.665,00

4.905.911.683,00

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah

29.258.546.982,00

34.164.458.665,00

4.905.911.683,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-11 08:03:00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id




LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BULELENG
/ NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN BULELENG
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH SUMBER DANA LOKASI
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
DATA LAPORAN KOSONG

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id

Halaman 1

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-11 15:11:02



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BULELENG

&Y NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN
DBH-MINYAK DAN GAS BUMI *)
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH SUMBER DANA LOKASI
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7

DATA LAPORAN KOSONG

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-11 15:11:02

Halaman 1




LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BULELENG
5 NOMOR 24 TAHUN 2024
/' TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN BULELENG
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,

BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH SUMBER DANA LOKASI
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
DATA LAPORAN KOSONG

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id

Halaman 1

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-11 15:11:14
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